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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR     65     TAHUN  2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

Menimbang:   a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 
belanja pegawai serta efektifitas pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, serta 
untuk penyesuaian rekening belanja maupun nomenklatur sub 

rician objek belanja, perlu dilakukan penyesuaian anggaran; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan 
Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib  Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran  Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib  Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1777); 

 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara 

republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11   
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 11); 

26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 2021 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 54) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 

58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2021 Nomor 59); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 53 TAHUN 
2021 TENTANG PENJABARAN  PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 
 

Pasal  I 

Beberapa Lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 
Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan 

Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai 
Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2021 Nomor 59) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran I untuk Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran II untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan pada 
Organisasi Dinas Pendidikan, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan pada 

Organisasi Dinas Kesehatan, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan pada 
Organisasi RSUD Brigjend H. Hasan Basry, Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban 
Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Organisasi Satuan Polisi Pamong 

Praja, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan pada Organisasi Dinas 
Ketahanan Pangan, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi 

Kependudukan dan Capil pada Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

pada Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Wajib 
Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada 
Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 
Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Urusan 

Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah pada 
Organisasi Dinas Tenaga Kerja,Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 
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Perindustrian, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan pada 
Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Urusan Pilihan Pertanian pada 
Organisasi Dinas Pertanian, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 

Pengawasan pada Organisasi Inspektorat Daerah, Urusan Pemerintahan Fungsi 
Penunjang Keuangan pada Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD 
pada Organisasi Sekteratiat DPRD, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 

Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan pada Organisasi Kecamatan telaga 
Langsat, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi 
Pemerintahan pada Organisasi Kecamatan Angkinang, Urusan Pemerintahan 

Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan pada Organisasi 
Kecamatan Kandangan, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-

Administrasi Pemerintahan pada Organisasi Kecamatan Simpur, Urusan 
Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan pada 

Organisasi Kecamatan Daha Selatan, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 
Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan pada Organisasi Kecamatan Loksado, 
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik pada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  

 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 30 November 2021 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
    

 ACHMAD FIKRY 
 

 Diundangkan di Kandangan 
 pada tanggal 30 November 2021 

            SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd. 

 
MUHAMMAD NOOR 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2021 NOMOR 66123 


